BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemilihan dan pemberhentian
kepala desa secara tertib dan lancar diperlukan guna
mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan
bermuara pada pelayanan prima serta kesejahteraan

masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pemilihan kepala desa yang lebih efektif dan efisien
perlu diatur proses pemilihan kepala desa secara

elektronik;

c. bahwa penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian
Kepala Desa perlu dilakukan untuk kelancaran proses

pemilihan dan pemberhentian kepala desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala

Desa;




Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Jawa
Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 59);

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 93) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017

Nomor 8);




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA.

Pasall

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 93) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 123) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan di seluruh wilayah daerah.

(2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali

dalam jangka waktu 6 (enam) tahun

(3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di

Daerah;




b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala

Desa.

(4) Dihapus.

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal

SA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan Pemilihan Kepala

Desa secara elektronik.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Panitia pemilihan tingkat desa mempunyai tugas:

a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan,
mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa;

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa
kepada Bupati melalui camat;

melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

o o

mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

50t o

memfasilitasi penyediaan, peralatan, perlengkapan dan tempat

pemungutan suara,;

i.  melaksanakan pemungutan suara;

] menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumbkan hasil pemilihan Kepala Desa;

k. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan

l.  melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan

Kepala Desa; dan

m. melaksanakan ketugasan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.




(2)

Panitia pemilihan tingkat desa melaksanakan tugas sampai dengan

dilantiknya Calon Kepala Desa Terpilih.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 11
Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat daerah.

Panitia pemilihan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan
semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala
Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;

c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa
tingkat kabupaten,;

d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa
dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;

e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

f.  melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan

keputusan Bupati.

Panitia pemilihan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Panitia pemilihan tingkat daerah antara lain berasal dari unsur
perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
pemerintahan desa, pengawasan internal, pengelolaan keuangan
daerah, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kependudukan dan

pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, dan hukum.

Ketentuan huruf k ayat (2) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

Pasal 21

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang

memenuhi syarat.




(2)

Persyaratan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a.
b.

C.
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warga negara Republik Indonesia;

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama
atau sederajat;

berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
mendaftar;

sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, obat-obat terlarang,
dan zat adiktif lainnya;

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima)
tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa
yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku
kejahatan berulang-ulang;

tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa
jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan di desa yang
bersangkutan;

Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan
kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat
pembina kepegawaian;

bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota
DPR/DPRD, dan pegawai swasta yang mencalonkan diri dalam
pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari

pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja;




o. bagi Kepala Desa dan anggota BPD yang mencalonkan diri
dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis
dari Bupati; dan

p. bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan

kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.

(3) Pengajuan permohonan izin Kepala Desa dan anggota BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o disampaikan kepada

Bupati melalui Camat.

(4) Permohonan izin Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilampiri laporan akhir masa jabatan Kepala Desa.

(5) Pengajuan permohonan izin bagi pimpinan BPD harus dilengkapi
dengan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Ketua/Wakil
Ketua/Sekretaris BPD dan bersedia non aktif selaku anggota BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam proses pemilihan Kepala
Desa terhitung sejak mendaftarkan diri sampai dengan

ditetapkannya Calon Kepala Desa terpilih.

(6) Pengajuan permohonan izin bagi anggota BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi surat pernyataan bersedia
non aktif selaku anggota BPD dalam proses pemilihan Kepala Desa
terhitung sejak mendaftarkan diri sampai dengan ditetapkannya

Calon Kepala Desa terpilih.

(7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6)
diberikan oleh Bupati.

(8) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) kepada pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa,
yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama
menjadi kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai

Negeri Sipil.




(2)

Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya
sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan penghasilan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 34

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 diselenggarakan oleh KPPS.

Ketentuan lebih lanjut mengenai KPPS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 37

Setiap Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) Calon

Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan.

Pemberian suara untuk pemilihan kepala desa dilakukan dengan

cara memilih tanda gambar calon Kepala Desa secara elektronik.

Pemilihan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan dalam bilik suara.

9. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 39

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS membuka kotak
audit dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak
audit dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci
dan menyegel dengan menggunakan kertas segel yang disediakan

oleh panitia pemilihan tingkat desa.

KPPS meneliti jumlah dan kelengkapan peralatan pemungutan suara
yang dituangkan dalam ©berita acara penerimaan peralatan

pemungutan suara.

10. Pasal 40 dihapus.




11. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 41

Pemilih memasukkan kertas hasil cetak pemungutan suara ke dalam

kotak audit yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pemilih penyandang cacat jasmani atau sedang dalam keadaan sakit
yang hadir di TPS dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya sendiri

dapat dibantu oleh seorang anggota keluarga.

Dalam hal tidak ada anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dibantu seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2
(dua) orang anggota KPPS lainnya.

12. Pasal 42 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)

(4)

(5)

Pasal 44

KPPS melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara

di TPS dinyatakan selesai.
Dihapus.

Penghitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi yang
ditunjuk oleh masing-masing Calon Kepala Desa dan/atau

masyarakat setempat.

Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan

dan penghitungan suara di TPS.

Setelah penghitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPS membuat
berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang
ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan

kepada panitia pemilihan tingkat desa pada saat itu juga.

14. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A

sehingga berbunyi sebagai berikut:




15.

Pasal 45A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan

suara secara elektronik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal SOA

dan Pasal 50B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 50A

Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap
atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan
sebelum pelantikan, dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat
Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala

Desa.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan
dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50B

Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka
dan/atau diancam dengan pidana penjara paling singkat S (lima)
tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai

Kepala Desa.

Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam
tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap
dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati
memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya

sebagai Kepala Desa.

Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon
terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan
pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari

jabatannya sebagai Kepala Desa.
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16.

17.

(4)

(5)

(6)

(7)

Calon kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik
menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati
memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala
Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah

sebagai Penjabat Kepala Desa.

Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan
dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat

dibenarkan.

Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas)

hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan
dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu

melalui musyawarah Desa.

Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 67

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif
berupa pengurangan penghasilan sesuai peraturan perundang-

undangan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

oleh Bupati.

Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 68

Kepala Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;
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(2)

b.

C.

permintaan sendiri; atau

diberhentikan.

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ karena:

a.
b.

(3)

(4)

()

(6)

(7)

berakhir masa jabatannya;

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa,;

melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

adanya  perubahan status Desa menjadi kelurahan,
penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa
baru, atau penghapusan Desa;

tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;

melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau

dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila kepala desa meninggal dunia, mengajukan permintaan
sendiri berhenti dari jabatannya, atau mengalami situasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD melaporkan kepada

Bupati melalui Camat.

Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah diketahui situasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3).

Dalam hal BPD tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu
7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat

melaporkan kepada Bupati.

Laporan BPD atau Camat kepada Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (5) memuat materi situasi yang terjadi

terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

Berdasarkan laporan BPD atau Camat sebagaimana dimaksud

pada ayat (6), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
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(8) Bupati dapat mendelegasikan kajian sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) kepada pejabat yang ditunjuk.

18. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati dari Pegawai Negeri

Sipil Pemerintah Daerah.

(2) Penetapan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberitahukan kepada BPD.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memahami

bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

(4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun

terhitung sejak tanggal pelantikan.

(5) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati

atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pemilihan Kepala

Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa

dibebankan pada APBDesa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemilihan Kepala Desa yang
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur

dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap
SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (18, 55 / 2019)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM
Pemerintah  Kabupaten Sleman dengan mempertimbangkan
kemajuan teknologi dan informatika, berupaya untuk menerapkan
pemilihan kepala desa secara elektronik. Pelaksana pemilihan kepala
desa secara elektronik diharapkan dapat mempermudah proses
pemilihan, karena dilakukan melalui sistem yang terintegrasi sehingga
hasil dari proses pemilihan dapat dipertanggungjawabkan secara

politik, sosial, dan hukum.

Selain hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman juga melakukan
evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor S
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Evaluasi tersebut antara lain ketugasan panitia pemilihan, pendanaan, dan
prosedur pemberhentian kepala desa yang disesuaikan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Negeri Nomor 112 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.
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II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 4
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 5A
Pemilihan Kepala Desa secara elektronik dilakukan melalui
sistem electronic voting atau e-voting adalah pemilihan
kepala desa yang diselenggarakan dengan menggunakan
atau memanfaatkan teknologi informasi serta perangkat
elektronik.
Angka 3
Pasal 10
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 11
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
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Huruf h
Dihapus.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Kepala desa yang telah menjabat 1 (satu) kali masa
jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan
kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2
(dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan
untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali
masa jabatan.

Huruf'l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
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Angka 6
Pasal 24
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 34
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan memilih tanda gambar calon
Kepala Desa secara elektronik adalah suatu cara untuk
memilih tanda gambar calon kepala desa dengan
menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi
serta peralatan elektronik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 39
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 40
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 41
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 42
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 44
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 45A
Cukup jelas.
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Angka 15
Pasal S50A
Cukup jelas.
Pasal 50B
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 67
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan
tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan” adalah
karena menderita sakit yang mengakibatkan baik
fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
yang berwenang dan/atau tidak  diketahui
keberadaannya.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Angka 18
Pasal 73
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 74
Ayat (1)
Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah
untuk:

pengadaan kotak audit;

o P

kelengkapan peralatan lainnya;

honorarium;

o o

biaya pelantikan.
biaya rapat;
belanja alat tulis kantor;

biaya pelatihan;

5o oo

biaya cetak dan penggandaan; dan

e

biaya sewa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
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